
I 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASJLAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi 
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyrakatan perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi 

Fegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka 

Timur tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286]; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Noror 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 1 .  
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Noror 244, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noor 5587} sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 'Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pererintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pererintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2013 tentang Peubahan Kedua Ata.s Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Belita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Perbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020. 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEAWAI NEGERI SIPLL 

DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 
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BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Timur; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

KolakaTimur. 
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah 

Sekretariat Dae rah Kabupaten Kolaka Timur. 

6. Inspektorat adalah Inpektorat Kabupaten Kolaka Timur. 

7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

9. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur yang berhak mendapatkan TPP 

11. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 
disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur yang berhak mendapatkan TPP. 

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat 
TPP adalah penghasilan yang diterima PNS dan CPNS di 
luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan 
prestasi kerja dan beban kerja. 

BAB II 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal 2 

Penetapan besaran TPP adalah sebagai berikut: 
[No.] Jabatan [ r s @i o n [  PPj~an 
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2. Kepala Dinas, Kepala IL/b Rp. 5.000.000., 

Badan, Asisten Setda, 

Sekretaris DPRD dan 

Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja 

3. Staf Ahli II/'b Rp. 3.500.000., 

4. Kepala Bagian Setd.a, III/a Rp. 3.000.000., 

Camat, Direktur RSUD, dan 

Sekretaris Dinas, Sekretaris IL/b 
Badan, Sekretaris Satuan 
Polisi Pamong raja, Kepala 

agian Sekretariat DPRD, 
Sekretaris Camat dan 
Kepala Bidang 

5. Lurah, Kepala Sub Bagian, IV/a Rp. 800.000., 
Kepala Sub Bidang, Kepala dan 
Seksi, Sekretaris Lurah, IV/b 
Kepala UPTD, Kepala Tata 

Usaha UPTD Dan PNS yang 

diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala UPTD 
Puskesmas 

6. PNS dan CPNS yang yang - Rp. 350.000.,- 
berada dalam Jabatan 
Pela.ksane a.tau Staf' dan 

Jabatan Fungsional 
Tertentu 

Pasal 3 

Penetapan besa.ran TPP yang bekerja pada BPKPD adalah 

sebagai berikut: 

No. Jabatan Eselon TPP/Bulan 

(1) (2) (3) (4) 
1. Kepala BPKPD ll/b Rp. 7 .250.000.,- 

2. Sekretaris BPKPD dan Ill/a Rp. 4.000.000., 

Kepala Bidang Lingkup dan 

BPKPD Ill/b 

3. Kepala Sub Bagian, Kepala IV/a Rp. 1.500.000., 
Sub Bidang dan Kepala 

UPTD Lingkup BPKPD 

4. PNS dan CPNS yang yang - Rp. 600.000., 

berada dalam Jabatan 

Pelaksana atau Staf dan 
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Pasal 4 

Penetapan besaran TPP yang bekerja pada Inspektorat adalah 

sebagai berikut: 

No. Jabatan Eselon TPP/Bulan 

(!) (2) (3) (4) 

I. Inspektur Il/b Rp. 7.500.000., 

2. Sekretaris Inspektorat dan II/a RD. 4.150.000., 

Inspektur Pembantu 

Lingkup Inspektorat 

3. Kepala Sub Bagian Lingkup IV/a Rp. 1.600.000.,- 

Inspektorat 

4. PNS dan CPNS yang yang - Rp. 650.000., - 

berada dalam Jabatan 
Pelaksana a.tau Staf dan 

Jabatan ungsional 

Tertentu Lingkup 
Inpektorat 

BAB III 

PEMBAYARAN 

Pasal 5 

Perbayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 

dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan (PPh) 21 yang 

dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 6 

Pembayaran TPP dirulai pada bulan Januari 2020. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Kolaka Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkuangan 

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia.p orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Ditetapkan di Trawuta Pada tanggal 24 APRIL 2020 
BUPAT� TIMUR, 
1ow er51see 

Diundangkan di Tirawuta 

Pada tanggal 2} AR\L 2020 
SEKRETARIS D KABUPATE TIMUR, 

\ 
EKO SANTOSO BUDIARTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR ..... 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

